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PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka mewujudkan kepatuhan terhadap
penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara, perlu memperketat upaya pembinaan dan
pengawasan sebagai persyaratan pemberian Tambahan
Perbaikan Penghasilan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun
2019 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pamekasan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234; '
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus
Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5016);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161});
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




Menetapkan
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17.

18.
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20.
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Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016
Nomor 10);

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 7),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Pamekasan Nomor 32 Tahun 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PAMEKASAN.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Nomor 7
Tahun 2019 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019
Nomor 7), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 32 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2019 Nomor 32), ditambahkan 1 (satu) huruf
yakni huruf j sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) TPP diberikan kepada PNS berdasarkan kelas jabatan dan

kinerja dengan mempertimbangkan:

a. tingkat kehadiran dengan bobot 60% (enam puluh
persen); dan

b. capaian kinerja organisasi dengan bobot 40% (empat
puluh persen).




(2) TPP tidak diberikan kepada PNS yang:

a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;

b. menerima tunjangan insentif pajak;

c. tidak sedang melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan
tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan surat
pernyataan dari Atasan Langsung;

d. diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang
berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan mempunyai
kekuatan hukum tetap;
diberhentikan sebagai PNS;
dibebaskan dari jabatan organiknya,
sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar
Tanggungan Negara,

. sedang menjalani masa persiapan pensiun;

tugas belajar; atau

tidak melaporkan harta kekayaan (LHKPN/LKASN) pada

tahun sebelumnya.

(3) TPP tidak diberikan kepada PNS yang telah memperoleh
tambahan tunjangan penghasilan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. guru yang mengajar di Taman Kanak-kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat,
baik negeri maupun swasta, yang telah memperoleh
tunjangan profesi guru (sertifikasi guru); dan

b. PNS yang telah memperoleh tunjangan (jasa pelayanan)
pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

(4) TPP tidak diberikan kepada Calon PNS.

il SR

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI PAMEKASAN,
KWZ—;'
BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

L —a

TOTOK. HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 59




